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BPTP dilaksanakan BBP2TP dengan memanfaatkan jaringan penelitian dan
pengembangan lingkup Badan Litbang Pertanian dan lembaga litbang
lainnya. Selain itu, BBP2TP juga berperan dalam pembinaan
pengembangan sumberdaya manusia (termasuk pembinaan karier
struktural dan fungsionalnya) serta melakukan koordinasi dan pembinaan
dalam publikasi hasil-hasil penelitian/pengkajian yang dihasilkan BPTP.

Karena rentang kendali koordinasi yang cukup besar inilah porsi
terbesar (sekitar 80%) kegiatan BBP2TP adalah menjalankan fungsi
koordinasi dan sisanya adalah melakukan kegiatan pengkajian dan upaya
peningkatan diseminasi inovasi teknologi yang telah dihasilkan oleh Unit
Kerja/Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Litbang Pertanian, termasuk
BPTP. Luasnya rentang kendali dan cakupan kegiatan yang harus
dikoordinasikan, maka dalam pelaksanaannya sehari-hari BBP2TP dibantu
oleh dua Tim Teknis, yaitu Tim Teknis Pengembangan dan Tim Teknis
Pusat Prima Tani, yang masing-masing ditetapkan melalui Keputusan
Kepala Badan Litbang Pertanian No. 12/Kpts/OT.160/1/1/2006 dan No.
221/Kpts/0T.160/31/10/2006.

Secara organisasi, struktur organisasi BBP2TP terdiri dari: a) Bidang
Program dan Evaluasi, (b) Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil
Pengkajian, (c) Bagian Tata Usaha, dan (d) Kelompok Jabatan Fungsional
(Gambar 1).
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1I. PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1. Program

Dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Badan
Litbang Pertanian serta tugas, fungsi, mandat serta visi dan misi yang telah

ditetapkan, BBP2TP menetapkan program utama sebagai berikut:
(1) Program penelitian dan pengkajian teknologi spesifik lokasi,

(2) Program pengembangan model agribisnis berbasis inovasi pertanian,

(3) Program pengembangan kapasitas kelembagaan Litbang Pertanian,
dan

(4) Program pengembangan sumberdaya informasi, komunikasi, diseminasi,
dan penjaringan umpan balik iptek.

Penjabaran dari Program tersebut dituangkan ke dalam berbagai
kegiatan. Program 1, dijabarkan dalam 5 kegiatan, yaitu: (a) Inventarisasi
dan pengembangan sumberdaya pertanian spesifik lokasi, (b) Pengkajian
teknologi inovatif spesifik lokasi dan agribisnis unggulan daerah, (c)
Penelitian dan pengkajian berbasis kemitraan dan keperluan pembangunan
pertanian spesifik lokasi berdasar permintaan, (d) Pengkajian informasi,
komunikasi, diseminasi, dan penjaringan umpan balik terknologi pertanian
spesifik lokasi, dan (e) Penyediaan materi pelatihan, supervisi, dan
koordinasi penyuluhan pertanian di daerah. Program 2, dijabarkan dalam 2
kegiatan, yaitu: (a) Pengembangan model agribisnis terintegrasi secara
vertikal dan horizontal berbasis ekosistem dan (b) Pengembangan model
agribisnis terintegrasi secara vertikal untuk komoditas dan produk
pertanian bernilai komersial tinggi. Program 3, dijabarkan dalam 6
kegiatan, yaitu: (a) Pengembangan budaya kerja inovatif berorientasi
bisnis, (b) Pengembangan sumberdaya Litbang yang meliputi SDM, sarana,

dan prasarana, (c) Pengembangan standarisasi dan akreditasi lembaga dan
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pranata Litbang, (d) Penyempurnaan sistem perencanaan, pendanaan,

monitoring dan evaluasi, (e) Pemantapan jaringan kerja sama penelitian

dan pengkajian, serta (f) Kaji tindak penanganan permasalahan mendesak

serta kasus-kasus darurat nasional dan daerah. Sedangkan Program 4,

dijabarkan dalam 4 kegiatan, yaitu: (a) Pengembangan materi dan sistem
layanan perpustakaan iptek pertanian, (b) Peningkatan kapasitas
penerbitan publikasi hasil penelitian dan pengembangan pertanian, (c)
Pengembangan sistem informasi, komunikasi, diseminasi dan umpan balik
inovasi pertanian, dan (d) Pengembangan sumberdaya fungsional dan
sosialisasi pedoman, standar, dan norma keperpustakaan.

Berdasarkan klasifikasi kegiatan unggulan yang dilaksanakan oleh
BBP2TP Tahun Anggaran 2006, maka kegiatan BBP2TP dikelompokkan
dalam 2 kelompok kegiatan, yaitu kegiatan koordinasi dan kegiatan

pengkajian.

2.2. Kegiatan Koordinasi

Dari program utama di atas, lebih lanjut dapat dikelompokkan
menjadi kegiatan yang bersifat koordinasi dan kegiatan yang bersifat
pengkajian. Sesuai mandat yang diberikan kepada BBP2TP berdasarkan SK
Kabadan No. 161/2006, maka porsi terbesar kegiatan difokuskan untuk
menjalankan fungsi kegiatan koordinasi. Pada TA. 2006, kegiatan
koordinasi BBP2TP dituangkan dalam sembilan kegiatan, yang meliputi: (1)
Pendampingan, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Prima Tani, (2)
Peningkatan Kapabilitas Pengkajian dan Diseminasi Teknologi Pertanian di
BPTP, (3) Optimalisasi dan Pemanfaatan Sumberdaya BPTP, (4)
Penyusunan Program, (5) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan, (6)
Penyusunan Rencana Kerjasama, (7) Pengembangan Informasi,

Komunikasi dan Diseminasi Teknologi Pertanian, (8) Pengembangan

6
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V. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

BBP2TP dalam melaksanakan tupoksinya sebagai unit pelaksana
teknis di bidang pengkajian dan pengembangan, didukung oleh sumber
dana yang berasal dari Dana APBN dalam bentuk Rupiah Murni (RM) serta
Rupiah Murni Pendamping (RMP), untuk membiayai kegiatan Satker
BBP2TP Bogor pada TA. 2006.

Adapun alokasi dan realisasi anggaran BBP2TP TA. 2006 adalah
sebagai berikut: Anggaran Satker BBP2TP dicairkan sesuai dengan Surat
Pengesahan DIPA TA. 2006 dari Departemen Keuangan Republik Indonesia
dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: SP 248.0/18-
09.0/X11/2006, tanggal 31 Desember 2005, dimana jumlah total PAGU DIPA
TA. 2006 adalah sebesar Rp. 6.954.775.000. Namun kemudian, sesuai
Surat Kepala BBP2TP Nomor: 371/KU.130/1.12/4/06 tanggal 5 April 2006,
sebagian dana tersebut dialihkan ke BPTP Maluku Utara yaitu sebesar Rp
227.985.000 atau terjadi pengurangan anggaran di BBP2TP sehingga total
anggaran yang dikelola oleh BBP2TP untuk tahun 2006 adalah sebesar Rp
6.726.790.000.

Alokasi anggaran BBP2TP berdasarkan jenis belanja (menurut DIPA
tahun 2006) terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal
(Tabel 5.1). Berdasarkan angka distribusinya, maka anggaran belanja yang
paling besar adalah untuk belanja barang sebesar Rp 4.553 milyar
(67,68%), kemudian untuk anggaran belanja pegawai sebesar Rp 1.875
milyar (27,89%), sedangkan anggaran belanja yang relatif paling kecil
adalah untuk belanja modal sebesar Rp 297 juta (4,43%).

Realisasi belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-
prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya

kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana
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Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Realisasi keuangan Satker BBP2TP

sampai dengan akhir TA. 2006 mencapai Rp. 6.707.935.093 (99,72%) dari

total anggaran yang dialokasikan dalam DIPA TA. 2006 (Tabel 5. 1).

Tabel 5. 1. Realisasi Anggaran BBP2TP Tahun 2006 Berdasarkan Belanja,

2006
Pagu T.A 2006 | Realisasi s/d Des 2006 Sisa Angggaran
Uraian (Rp) ' o) %) R) %)

Belanja 1.886.905.000 | 2.065.661.917 | 110,12 [(189.759.917) |- 10,12
Pegawai |

Belanja Barang| 4.553.000.000 |4.352.158.176 | 95,59 | 200.841.824 | 4,31
Belanja Modal | 297.885.000 | 290.115.000 | 97,39 7.770.000 | 2,61
Total 6.726.790.000 |6.707.935.093 99,72 | 18.854.907 | 0,28

Bila dilihat realisasi per jenis belanja, terlihat untuk belanja pegawai
memiliki realisasi lebih dari 100 persen, yaitu sebesar Rp 2.065 milyar
(110,12%), atau terjadi mirus anggaran sebesar Rp 189 juta (10,12%).
Terjadinya minus pada sisa anggaran belanja pegawai karena adanya
beberapa faktor, seperti kenaikan pangkat dan kenaikan tunjangan
sehingga pengeluaran belanja pegawai melebihi target pagu, juga
disebabkan BBP2TP sebagai unit kerja baru mengalami mutasi pegawai
baik karena perubahan pegawai lama maupun pegawai baru yang pindah
dari unit kerja lain. Sedangkan untuk realisasi jenis belanja lainnya, kurang
dari 100 persen. Pada belanja barang, realisasi mencapai 95,59% (Rp
4.352 juta) dengan sisa anggaran sebesar Rp 200 juta (4,31%), sedangkan
belanja modal realisasinya lebih tinggi, yaitu 97,39% (Rp 290 juta) atau
ada sisa anggaran sebesar Rp 7,77 juta (2,61%)

Total sisa anggaran untuk Semua jenis belanja tahun 2006 adalah
.sectines?r Rp 18,85 juta (0,28%). Hal ini terjadi karena adanya perubahan
3 .

Jaawal perjalanan dan terdapat pegawaj yang berhenti dari PNS. Kelebihan

S
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belanja perjalanan dan pembayaran gaji pokok PNS tersebut dikembalikan
ke Kas Negara. Secara rinci realisasi anggaran Satker BBP2TP tahun
anggaran 2006 disajikan pada Lampiran 1.
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kepegawaian rutin, seperti kenaikan pangkat reguler dan fungsional,
mutasi, serta pembenahan administrasi aset negara, khususnya kebun
percobaan dan laboratorium. Upaya perbaikan fungsi pelayanan
administrasi kepegawaian yang telah dilakukan dan akan terus dilakukan
penyempurnaannya, antara lain: (a) Melakukan pembagian tugas staf
kepegawaian berdasarkan wilayah, (b) Menambah dan meningkatkan
ketrampilan staf kepegawaian, dan (c) Meningkatkan koordinasi dan
komunikasi dengan Biro Kepegawaian Departemen Pertanian, LIPI, Badan
Kepegawaian Negara (BKN) dan Sekretariat Negara. Terkait dengan
pembenahan aset negara, upaya yang dilakukan adalah mendorong BPTP
untuk segera melakukan pengamanan aset, khususnya lahan, melalui
sertifikasi lahan dan pemagaran; sementara untuk laboratorium sedang
dilakukan pembenahan terhadap kelengkapan peralatan dan upaya

melikuidasi beberapa laboratorium BPTP yang tidak berfungsi secara
optimal.

6.1.3. Fungsi Koordinasi Kegiatan Kerja Sama

Fungsi koordinasi kegiatan kerja sama pada tahun 2006 telah berjalan
dengan baik. Disamping menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku
kepentingan, baik dalam dan luar negeri, kegiatan kerja sama pada tahun
2006 difokuskan pada upaya pembenahan pelaksanaan kegiatan kerja
sama yang dilakukan oleh BPTP. Hasil evaluasi menyeluruh terhadap
kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh BPTP menunjukkan perlunya

dilakukan penertiban tata cara pelaksanaan kegiatan kerja sama.

Beberapa kegiatan kerja sama dalam negeri yang telah dilaksanakan
BBP2TP pada tahun 2006 antara lain: (a) Kegiatan magang mahasiswa
jurusan Statistik IPB, (b) Bekerjasama dengan CRIAS Language Centre
(CLC) dalam upaya peningkatan kemampuan berbahasa Inggris bagi staf
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6.1.4. Kegiatan Pengkajian

Kegiatan pengkajian yang dilakukan BBP2TP pada tahun 2006, vyaitu:
(1) Pengkajian Inovasi dan Diseminasi Program Prima Tani, (2) Pengkajian
Dinamika Indikator Pembangunan Pedesaan di Wilayah Pengembangan
Prima Tani, (3) Pengkajian Kelembagaan Petani Mendukung Program Prima
Tani, (4) Analisis Kebijakan Pembangunan Pertanian, dan (5) Kajian
Peluang Pembangunan Pertanian di Kabupaten Merauke Papua. Kelima
kegiatan tersebut secara umum telah dapat dilaksanakan dengan baik dan
beberapa hasilnya, khususnya yang terkait dengan Analisis Kebijakan, telah
dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan dalam menyusun program
pembangunan pertanian. Disamping melaksanakan kegiatan pengkajian di
atas, BBP2TP juga mendapat mandat sebagai koordinator pelaksanaan
kegiatan Prima Tani yang pada tahun 2006 dilaksanakan di 33 lokasi yang
meliputi 25 provinsi. Hasil evaluasi menunjukkan pelaksanaan fungsi
koordinasi kegiatan Prima Tani dapat berjalan dengan baik, selain karena
dukungan dan kerja sama Tim Teknis Prima Tani yang sangat solid dengan
BBP2TP, juga komitmen seluruh staf BBP2TP untuk menjalankan dengan
baik tupoksi baru yang diembannya.

6.2. Permasalahan dan Upaya Pemecahan

Dari gambaran kinerja di atas, menunjukkan bahwa BBP2TP pada tahun
2006 secara umum telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
dengan baik, namun masih perlu dilakukan pembenahan dan optimalisasi
kinerjanya, khususnya yang menyangkut fungsi koordinasi. Beberapa
permasalahan yang menyebabkan beberapa fungsi belum berjalan secara
optimal antara lain: (a) Masih terbatasnya kemampuan staf penunjang
untuk mendukung tupoksi BBP2TP yang cukup besar; (b) Masih
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tindakan dari semua jajaran pemerintah daerah. Dari sosialisasi ini
diharapkan pula tersusun program pembangunan pertanian pedesaan di
daerah yang terpadu, baik dalam hal teknis maupun pendanaannya. Dari
sosialisasi yang dilakukan dapat disimpulkan pemerintah daerah dapat
menerima Prima Tani untuk diterapkan sebagai penghela program
pembangunan pertanian daerah yang ada. Respon tersebut ditindaklanjuti
dengan menentukan lokasi Prima Tani dan mensinkronkan kegiatan yang
ada di Dinas Teknis terkait sesuai dengan rancang bangun laboratorium
lapangan agribisnis di daerah masing-masing. Selain sosialisasi konsep
dasar Prima Tani, juga dilakukan sosialisasi hasil PRA dan rancang bangun
agribisnis yang dilaksanakan pada wilayah terkait.

Dalam rangka mempertajam kegiatan yang ada serta menjabarkan tugas
dan fungsi masing-masing pelaksana Prima Tani, dilakukan kegiatan
koordinasi di Badan Litbang Pertanian dalam bentuk kunjungan kerja oleh
Kepala Badan Litbang Pertanian maupun Penyelia ke daerah. Untuk
meningkatkan pendampingan di lapangan, setiap Penyelia agar membentuk
Tim Penyelia di unit kerjanya masing-masing dengan salah satu anggota
berasal dari Tim Teknis. Selain itu, koordinasi juga dilakukan antara Badan
Litbang dengan Badan Pengembangan SDM Pertanian, terkait dengan
fungsi penyuluh dalam mendukung Prima Tani.

Monitoring dan Evaluasi (monev) telah dilakukan pada 14 provinsi Prima
Tani tahun 2005 dan 9 provinsi Prima Tani tahun 2006. Kegiatan monev
dilakukan secara berkelanjutan terutama pada setiap tahapan kritis proses
implementasi dan pemberdayaan. Pelaksanaan monev tahun 2006
dilakukan melalui tahapan: (1) Penelusuran dokumen, (2) Diskusi dengan
Kepala BPTP, penanggung jawab kegiatan, anggota tim pengkaji, dan
institusi terkait, (3) Kunjungan lapangan untuk mengetahui kondisi yang
terjadi di lapangan dan kemajuan kegiatan di lokasi Prima Tani, dan (4)
Klarifikasi permasalahan yang dihadapi dan hasil rumusan dalam
pelaksanaan Prima Tani di lapangan, sehingga terjadi titik temu dan
alternatif pemecahannya.

Monev terhadap unsur perencanaan dilakukan terhadap kelengkapan
penyusunan Rencana Penelitian Tim Peneliti (RPTP) dan Rencana
Operasional Penelitian Pertanian (ROPP). Perencanaan yang dilakukan
melalui penyusunan RPTP belum sepenuhnya memenuhi persyaratan
administratif, karena kebijakan pendekatan Prima Tani banyak mengalami
perubahan, sehingga penyusunan RPTP selalu berubah-ubah. PRA telah
dilaksanakan oleh semua BPTP dengan intensitas yang berbeda, baik _dan
segi organisasi pelaksanaan maupun teknik pelaks-anaannya.. Kesulitan
rekrutmen tenaga ahli menyebabkan sebagian Tim PRA tidak dapat
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kelemba'gaan internal tersebut pada umumnya masih terbatas pada sarana
produksi, belum banyak bergerak di subsistem agribisnis hilir,

Indikator keberhasilan Prima Tani diantaranya: (a) Mampu menyesuaikan
dan menjamin kualitas produk pertanian yang dipasarkan seperti yang
diinginkan oleh konsumen akhir (gquality assurance), (b) Mampu
mengadopsi teknologi pada seluruh fungsi atau proses transformasi produk
pada alur vertikal, mulai dari usahatani hingga industri pengolahan
(modernisasi). Indikasi keberhasilan tersebut dapat dilihat pada tingkat
pendapatan rumah tangga petani dan dukungan pemerintah daerah.
Dukungan Pemerintah Daerah yang diberikan dalam tahun 2005-2006
untuk memperlancar pelaksanaan Prima Tani adalah alokasi dana
(sharing), peralatan, sarana produksi, dan bentuk fasilitas lainnya (gedung
klinik agribisnis) mencapai lebih dari Rp 11,5 Milyar.

Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Prima Tani diantaranya
belum tercapainya koordinasi internal dengan maksimal. BPTP sebagai
pelaksana Prima Tani di lokasi masih menghadapi kesukaran berkomunikasi
dengan Balit-balit penghasil atau sumber teknologi. Untuk mengatasi
masalah-masalah yang ada, maka beberapa langkah-langkah antisipasi
untuk peningkatan kinerja Prima Tani perlu dilakukan, diantaranya adalah:
(i) Meningkatkan intensitas sosialisasi dan pendampingan, (ii) Membangun
sistem informasi dan komunikasi misalnya dengan membangun milis dan
koordinasi internal, dan (iii) Pemanfaatan tim pemandu teknologi serta
penyelia.

Peningkatan Kapabilitas Pengkajian dan Diseminasi Teknologi
Pertanian di BPTP

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP)
dibentuk pada tahun 2005 sebagai upaya mendukung pencapaian visi dan
misi BPTP. Secara operasional, BBP2TP berperan sebagai koordinator dan
melakukan pembinaan terhadap BPTP. Visi Balai Pengkajian Teknologi
Pertanian (BPTP) adalah sebagai institusi yang mampu berperan dalam
penyediaan teknologi spesifik lokasi untuk mendukung pembangunan
pertanian wilayah yang berorientasi agribisnis. Sedangkan misi BPTP
adalah: (1) Mendorong percepatan pembangunan pedesaan_termasuk
pertanian di wilayah dengan orientasi agribisnis melalui peqyedlgan _paket
teknologi pertanian spesifik lokasi dan (2) Mempercepat dlsemlna§| ataq
alih teknologi kepada pengguna serta penyampaian umpan balik dari
pengguna untuk penajaman program penelitian dan pengembangan
pertanian.
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esia. Hal ini perlu dilakukan untuk

o kajian dan pengembangan antar
menghindari ctiUP|\'L<aalilfeg;Sirel?ﬁ,ng:rllgmujsan metode pembinaan yang
BETEt_?aSnizfrmemnékatkan kapabilitas BPTP dan n?er;ghm.dar!
Eeserglantungan. kepada Tim Teknis Pengembangan, (4) Perlu oorgmam
antara perencanaan BB Pengkajian dengan bagian ptireerl(T:?Pna:r? dai]d'el‘r!
Litbang, antara lain untuk menghindari pembiayaan S}z{a - Penyka’gi) Tj[ ai
tidak layak untuk dibiayai, (5) Panduan Peningkatan Kiner] BPTF? Jl‘?'n an
Diseminasi Teknologi perlu disusun bersama dengan | 1 Ee ingga
panduan tersebut sebagai milik bersama serta tanggung jawab bersama,
dan (6) Iptek dan kelembagaan /n_d/genoqs- perlu diperhatikan dan
disinergikan dengan teknologi hasil penelitian Qalam perencanaan
pengkajian dan diseminasi teknologi di daerah. Sinergisme antara teknologi
dan kelembagaan /ndigenous dengan teknologi hasil penelitian t.elah‘
memberikan dampak dan manfaat yang SIgn_lﬁkan dalam dls.emma51
teknologi misalnya di Bali. Adapun tindak |an3u§ yang harus dilakukan
adalah: (1) Proposal RPTP/RDHP 2007 perlu dilanjutkan pembahasannya
yang lebih efektif agar mencapai oufput dan outcome yang lebih
bermanfaat bagi calon pengguna. Untuk keperluan ini, maka dalam
pelaksanaannya diperlukan komunikasi antara BPTP dengan BBP2TP, (2)
BPTP perlu mensosialisasikan rencana kegiatan TA. 2006 dan 2007 di
depan komisi teknologi di daerah masing-masing, (3) Untuk memandu dan
mengarahkan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan BPTP perlu
segera difinalkan penyusunan Renstra BPTP periode 2005-2009.

dilakukan BPTP diseluruh Indon

Pendampingan kepada BPTP dalam penyusunan matrik dilanjutkan dengan
evaluasi matrik yang telah disusun BPTP berdasarkan hasil Rakor bulan
sebelumnya. Evaluasi matrik dilakukan dengan mengumpulkan seluruh
BPTP di Bogor pada bulan Maret 2006. Dalam pertemuan tersebut dibentuk
5 (lima) kelompok kerja yang terdiri dari 2 sampai 3 orang tim evaluator
per pokja. Substansi matrik yang dievaluasi dibagi atas 3 program vyaitu:
(1) Pengembangan Agribisnis, (2) Ketahanan Pangan, dan (3)
Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan.

Il:::éjsaurgipe;zg?n penyusunan RPTP/RDHP dimaksudkan untuk melihat
ketajaman tu%fmatkdengap muatan isinya, konsistensi alur berpikir,
orUmUean oo, Kesesuaian output dengan kebutuhan dan ketajaman
p an masalah. Pendampingan dalam penyusunan RPTP/RDHP

dilakukan oleh Tim Teknis Pen
gembanga : . 0
Pengembangan Teknologi (BBPZTP)_g  dan Balai Besar Pengkajian da

B ; .
PSESZFSP;P'?S/SSDILeSdV?,TDIngan. RPTP/RDHP tahun 2006 adalah: (1) 39
Hayah Timur Indonesia tidak lulus, (2) 61 persen
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percobaan dan laboratorium masih sangat diperlukan untuk meningkatkan
kualitas dan efektivitas kebun percobaan dan laboratorium itu sendiri.

Pelaksanaan kegiatan optimalisasi dan pemanfaatan sumberdaya BPTP
berjalan cukup baik dan tidak menemui kendala yang cukup berarti,
Perencanaan kegiatan, pelaksanaan dan sasaran kegiatan dapat tercapai
dengan baik. Secara teknis pengelolaan manajemen sumberdaya dan
pemanfaatan SDM, fasilitas, dan sarana masih memerlukan penataan
manajemen yang lebih efektif, sehingga pemanfaatan sumberdaya BPTP
menjadi lebih optimal. Selain itu, peningkatan kompetensi pegawai dan
alternatif pemecahan permasalahan-permasalahan yang timbul baik dalam
bidang kepegawaian atau bidang lainnya, menjadi acuan BPTP untuk lebih
meningkatkan kapasitas dan kualitas pegawai di BPTP.

Penyusunan Program

Perencanaan memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan
konsep anggaran berbasis kinerja. Program/kegiatan yang disusun harus
mampu menunjukkan output yang hendak dicapai dan bagaimana setiap
anggaran dialokasikan untuk mencapai sasaran tersebut. Dalam menyusun
perencanaan/program harus memperhatikan berbagai faktor antara lain
sumber daya (dana, SDM, dan sarana yang ada).

Perencanaan program/kegiatan diwujudkan dalam bentuk matrik program
dari suatu UK/UPT yang menggambarkan secara rinci latar belakang
program/kegiatan, input, output dan sasaran dalam jangka waktu tertentu.
Matrik tersebut dijabarkan secara lebih rinci dalam rencana kerja, Rencana
Pengkajian Tim Pengkaji/Rencana Diseminasi Hasil Pengkajian (RPTP/RDHP),
dan Rencana Operasional Pelaksanaan Pengkajian/Rencana Operasiona!
Diseminasi Hasil Pengkajian (ROPP/RODHP) yang subtansinya meliputi
perkiraan dampak hasil yang telah dicapai, keluaran akhir, keluaran
tahunan, dan usulan kebutuhan biaya.

Tujuan kegiatan penyusunan program tahun 2006 adalah untuk: (1)
Mengkoordinir penyusunan matrik program BPTP dan BBP2TP TA. 2002,
(2) Mengkompilasi matrik program BPTP dan BBP2TP TA. 2007 hasil
pembahasan, (3) Menyusun dan mengkoordinir, serta menganal_|s1s_
kebutuhan anggaran BPTP dan BBP2TP TA. 2007, dan (4) Mendampingi
pembahasan dan mengkompilasi penyusunan RKA-KL BPTP TA. 2007.

Kegiatan utama yang dilakukan dalam penyusunan program sejala_?(
dengan tahapan perencanaan program, yaitu: (1) Penyusunan matri
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RKA-KL yang telah disusun harus dilengkapi dengan dokumen berupa data
dukung administrasi berupa TOR (RPTP/RDHP) dan Rincian Anggaran
Belanja (RAB) yang lengkap dan akurat, khususnya dari kewajaran satuan
biaya pengeluaran serta keluaran yang dihasilkan. Pembahasan
pendanaan serta materi teknis dan non teknis dilakukan di Direktorat
Jenderal Anggaran Perimbangan dan Keuangan di Departemen Keuangan
Jakarta, dan selanjutnya penelaahan antara kesesuaian SRAA dan DIPA

dilakukan di Kantor Wilayah XII Direktorat Jenderal Perbendaharaan,
Bandung.

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Tiga komponen penting dalam monitoring dan evaluasi, yaitu input proses
dan output. Input merupakan kegiatan perencanaan penelitian dan sangat
menentukan arah dan tujuan Litkaji. Proses litkaji adalah tahap lanjutan
yang meliputi kegiatan litkaji di lapangan maupun studi pustaka dan
analisis data. Dari pelaksanaan kegiatan di lapangan dan dengan
menganalisis data secara komprehensif, maka dibuatiah laporan sebagai
tahap akhir kegiatan monev. Agar tercipta kesesuaian antara input,
proses, dan output perlu dirancang metode pelaksanaan Monev yang baik,
agar tujuan pelaksanaan Monev dapat tercapai. Monev dilakukan mulai
dari monev tahap awal, tahap pelaksanaan kegiatan dan tahap akhir.

BBP2TP sebagai lembaga internal dan eksternal mempunyai tugas
sebagai koordinator untuk kegiatan di BPTP seluruh Indonesia dan
melakukan koordinasi dengan institusi lain yang ada di Badan Litbang
Pertanian serta melakukan koordinasi dengan aktivitas yang dilakukan
oleh bidang-bidang terkait di BBP2TP.

Tujuan kegiatan monev adalah menyusun panduan monev kinerja
BBP2TP dan BPTP, melakukan sosialisasi panduan monev, simonev, dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), melakukaq
monev kinerja BBP2TP dan BPTP, mulai dari perencanaan sampai
dengan pelaksanaan kajian, menyusun laporan bulanan_ unFuk bahan
Rapat Pimpinan (Rapim), laporan tahunan pelaksanaan klner].a BBP2TP
dan LAKIP BBP2TP dan rekapitulasi LAKIP BPTP yang nantinya akan
dihasilkan suatu laporan dari tiap-tiap kegiatan tersebut.

Materi monev perencanaan kegiatan, meliputi kelengkapan dan kesesgaan
RPTP, RDHP dan ROPP/RPPK tahun berjalan beserta rer.\cana.operag‘ona!
Pelaksanaannya (anggaran dan Teknis). Monev hasH_ kerja, mehpun
kelengkapan dan kesesuaian dokumen laporan akhl.r serta{ realitas
pencapaian sasaran akhir terutama output pada tahun berjalan. Bila monev
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nnya, BPTP/PTP juga menghadapi berbagai
baik yang bersifat internal maupun eksternal.
Kendala dan permasalahan internal adalah belum rr.u?ratanya ]ur;wlﬁh SDN:
yang sesuai dengan kebutuhan dimana tenaga peneliti dan penyulu semo|
belum merata dan tidak seimbang di antara BPTP/PTP sedangkan eksterqa
berkaitan dengan: (a) Terbatasnya sumber pendanaan dan (b) M_a_5|h
kurang sinkronnya program litkaji di BPTP/PTP dengan program penelljcnan
di Balit Komoditas. Beberapa hal yang perlu mendapat per.hgtlan berkal‘t-an
dengan proses pemanfaatan lebih lanjut dari has!l penelitian/pengkajian
yaitu diseminasi teknologi hasil dan jaringan kerjasama BPTP/PTP perlu

diperluas.

Perbaikan yang perlu dilakukan adalah: (a) Kebutuhan SDI\_’I _de.ngan.
keahlian tertentu yang belum dimiliki oleh BPTP/PTP selama ini diatasi
dengan bantuan tenaga peneliti dari Balit Komoditas, (b) BPTP/PTP secara
berkala perlu menginventarisasi teknologi yang dibutuhkan dan komponen
teknologi yang telah dihasilkan oleh Balit Komoditas, dan (c) Perlu adanya
pembagian tanggung jawab pendanaan (cost-sharing) antara pemerintah
pusat dengan pemerintah daerah, dengan manfaat hasil litkaji untuk
daerah sebagai alternatif solusi dalam penyediaan dana.

Dalam pelaksanaan kegiata
kendala dan permasalahan,

Penyusunan Rencana Kerja sama

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 301/Kpts/OT.140/7/2005,
tanggal 25 Juli 2005, salah satu tugas dan fungsi Balai Besar Pengkajian
dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) adalah melaksanakan
kerja sama dan pendayagunaan hasil pengkajian dan pengembangan
teknologi pertanian. Hal ini terasa semakin penting mengingat selama ini
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagai lembaga penelitian
dan pengembangan telah banyak menghasilkan temuan-temuan berupa
teknologi pertanian yang siap terap, namun sebagian besar dari teknologi
tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh pengguna atau mitra kerja
sama.

Di sisi lain, walaupun telah ada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Kerja sama
Dalam Negeri yang disusun oleh Badan Litbang Pertanian
No.KL.010.50.2000 tanggal 31 Juli 2000, namun belum seluruh UK/UPT di
daerah mempunyai pemahaman yang sama tentang kewajiban dalam
melakukan alih teknologi serta hak untuk menggunakan pendapatan yang
diperoleh dari kegiatan tersebut. Sehingga dipandang perlu adanya suatu
Penyempurnaan acuan dan pedoman yang baku bagi semua BPTP dan

mitra kerja samanya. Acuan ini lebih bersifat pedoman-pedoman pokok
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pengkajian Dinamika Indikator Pembangunan Pedesaan di
wilayah Pengembangan Prima Tani

Dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan, salah
satu jalan yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan produktivitas
usahatani agar menjadi lebih efisien sehingga mampu bersaing di pasaran.
Efisiensi dan produktivitas usahatani sangat dipengaruhi oleh faktor
eksternal antara lain harga sarana produksi, upah tenaga kerja, harga
produksi pertanian dan harga barang konsumsi. Oleh karena itu,
mengetahui perkembangan faktor eksternal tersebut sangat penting dalam
menentukan indikator pembangunan ekonomi pedesaan.

Informasi mengenai perubahan-perubahan indikator pembangunan
ekonomi pedesaan akan sangat bermanfaat dalam membangun
perencanaan dan kebijakan serta penyempurnaan strategi pembangunan di
sektor pertanian dan pedesaan yang lebih efektif. Pengkajian dinamika
indikator pembangunan pedesaan merupakan alternatif yang dapat
menghasilkan masukan yang diperlukan bagi pengambil kebijakan. Untuk
itu, pada tahun 2006 telah dilakukan pengkajian di Provinsi Jawa Barat,
Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung,
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Nusa
Tenggara Barat.

Sub sektor pertanian masih memegang peran cukup penting di berbagai
agroekosistem kajian, sebagai komponen dominan dalam pembentukan
total pendapatan petani yang ditunjukkan oleh kontribusi sektor pertanian
terhadap total pendapatan rumah tangga. Lebih dari 70 persen
pendapatan RT petani berasal dari sektor pertanian, dan sisanya kurang
dari 30 persen berasal dari sektor non pertanian.

Pada agroekosistem dengan komoditas dominan tanaman semusim
(pangan atau hortikultura), total pendapatan petani terutama dibentuk oleh
komoditas tersebut ditopang komoditas lain seperti ternak, tanaman
tahunan, kegiatan berburuh off farm dan non farm. Demikian juga pada
agroekosistem dengan komoditas utama tanaman tahunan (perkebunan,
buah-buahan atau industri), peran sub sektor lainnya juga memegang
peran yang cukup penting. Oleh sebab itu, untuk mengetahui
perkembangan pendapatan masyarakat pedesaan, indikator yang dapat
dipakai disamping share dari komoditas utama yang diusahakan, perlu
diperhitungkan juga adalah peran komoditas penunjang lainnya diluar
komoditas utama tersebut.

Untuk meningkatkan peran komoditas penunjang tt_arsebut dalarr3
pPembentukan total pendapatan petani, maka perbaikan teknologi
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jumlah yang diperlukan petani dengan jumlah yang harus dipersiapkan
untuk mencegah terjadinya kelangkaan pupuk, yang mengakibatkan harga
menjadi meningkat.

Harga produksi yang diterimq petani khususnya GKP di sentra produksi
pada musim panen selalu lebih rendah dibandingkan dengan harga HPP
yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp 1.730/kg. Harga gabah di tingkat
petani pada musim panen hanya mencapai Rp 1.200 hingga Rp 1.300/kg

GKP.

Fluktuasi perkembangan harga beras kualitas medium di desa contoh di
Jawa lebih tinggi dibandingkan dengan fluktuasi harga yang terjadi di desa
contoh luar Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa di daerah padat penduduk
dimana permintaan akan komoditas tersebut tinggi, fluktuasi harga yang
terjadi juga semakin lebar dibandingkan daerah dengan potensi permintaan
yang tidak begitu tinggi. Sebaliknya, harga beras kualitas medium di luar
Jawa relatif lebih mahal dibanding dengan di Jawa.

Pada bulan Oktober-November 2006, yaitu menjelang musim tanam tiba
bertepatan saat diberitakan harga beras nasional bergerak naik, terjadi
peningkatan harga beras kualitas medium hanya di desa contoh Jabar.
Sedangkan di desa contoh lainnya, peningkatan harga beras relatif tidak
mencolok, bahkan di beberapa daerah harga beras relatif stabil.

Harga barang konsumsi gula pasir dan telur ayam ras, sepanjang bulan Mei
— Desember 2006 mengalami fluktuasi harga namun tidak terlalu mencolok
antar desa contoh. Fluktuasi harga lebih disebabkan oleh letak desa contoh
terhadap pusat perekonomian. Relatif stabilnya harga barang konsumsi
karena efektifnya kebijakan harga yang diterapkan pemerintah pusat

maupun daerah melalui penyediaan dan distribusi yang terencana dengan
matang.

Implikasi kebijakan dalam perbaikan kinerja pembangunan pertanian ke
depan adalah perbaikan prasarana dan sarana transportasi serta dukungan
regulasi harga input-output yang berpihak kepada petani. Dalam hal tenaga
kerja, untuk mengurangi terjadinya diskriminasi tingkat upah antar jenis
kelamin, dapat dilakukan melalu regulasi ketenagakerjaan, misalnya
Penyesuaian upah minimum regional (UMR). Besar upah yang berlaku
diharapkan tidak memandang jenis kelamin pekerja.

Pengkajian Kelembagaan Petani Mendukung Prima Tani

Pengembangan kelembagaan keuangan mikro sangat penting untu!<
Mmengatasi petani yang tidak akses terhadap sumber permodalan. Hasil
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aturan, sedangkan KUD Wiresinge pengambilan keputusan didominasi

oleh ketua koperasi.

Dilihat dari struktur organisasi,
susunan organisasi lebih sederhana
struktur organisasi lembaga BUMN hany

dan bagian penagihan.
Lembaga pembiayaan koperasi me

lembaga-lembaga kredit mikro memiliki
dan disusun berjenjang. Sedangkgn
3 terdiri dari ketua, sekretaris,

nyediakan produk pinjaman lebih

bervariasi, plafon kredit dapat mencukupi kebutuhan petani dan seleks;n
calon nasabah dilakukan bersama-sama dengan ketua ke!ompok tani.
Namun lokasi kurang strategis sehingga sulit diakses petani dan e‘ld-anya
sanksi penyitaan agunan menyebabkan kekhawatiran untuk meminjam.

Lembaga-lembaga keuangan mikro memberikan pelayanan kredit lebih
sederhana, tanpa agunan, lokasi mudah diakses dan dilakukan secara
berkelompok. Namun memiliki kelemahan terbatasnya produk pinjaman,
plafon kredit kurang mencukupi kebutuhan dan sanksi belum dijalankan
sesuai dengan konsep l[embaga keuangan yang berkelanjutan.

Petani menginginkan kredit dalam bentuk uang tunai, karena bentuk
natura (sarana produksi) sering menimbulkan kerugian, yaitu: (a)
Kemungkinan adanya pengurangan kuantitas maupun kualitas saprodi, (b)
Keterlambatan penyaluran, dan (c) Ketidaksesuaian antara jenis saprodi
yang disalurkan dengan kebutuhan. Melalui kredit tunai, petani dapat
mengelola dananya sendiri.

Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan model generik
lembaga keuangan mikro, yaitu: (a) Skim kredit dirancang dengan
mengakomodasi plafon kredit yang dibutuhkan dari skala kecil hingga skala
besar, (b) Skim kredit melayani sub-sistem produksi, pengolahan dan
pemasaran, (c) Penyaluran dan pengembalian kredit untuk sub sistem
produl_<sr disesuaikan dengan waktu penerimaan usaha, (d) Prosedur
pengajuan, penyaluran dan pengembalian kredit dilakukan sesederhana
mungkin, (e) Lama pinjaman maksimal 1 tahun atay 2 musim tanam, (f)
Skim kredit harus memungkinkan tumbuhnya capital formation mellalui
tabungan petani/kelompok tani, (g) Skim kredit disertai upaya pembinaan
dan pengawasan untuk menjaga dan memperbaikj kinerja usaha petani,

dan (h) Ski [ i i
pemb(ia)yaarlar.n kredit harus mempertimbangkan keberlanjutan lembaga

pengembangan. Kelompok tani van j inerj
gar npok g sudah maju dan kineria
dapat menjadi organisasi koperasi, Salah saty kelebiharJ1 grgaa:?s?aussi
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lah adanya petugas lapang sebagai pembjna dan pengontrol
LKM/.}(UE:S: yang dijalankan peminjam. Untuk menjaga keberlanjutan
klnE'”’Jsa;si ketersediaan dana, maka tambahan posisi dalam struktur
dar! i adalah bagian marketing atau bagian yang mengurus

isas - .
(/),-;?l(gzlg/anetwork/ng dengan stakeholderlain seperti BUMN, Bank, Pemda,

atau organisasi profesi.

Lembaga Pembiayaan dapat menerapkan_ syarat pengajuan secara
berkelompok atau perorangan, dalam pengajuan kredit tergantung skim
kredit yang ditawarkan, kondisi kelayakan nasabah, dan peluang
pengembalian. Sistem agunan perlu dibedakan, seperti: (a) Pinjaman
dibawah Rp 2 juta tidak memerlukan agunan, (b) Pinjaman diatas Rp 2 juta
diperlukan agunan, dan (c) Bagi peminjam tanpa agunan, dapat
menggunakan agunan kolektif dalam kelompok dengan resiko ditanggung
bersama (tanggung renteng).

Seleksi calon nasabah perlu dilakukan untuk mengetahui karakteristik
nasabah dengan kriteria, antara lain: (a) Pekerjaan utama di bidang
pertanian, (b) Memiliki pekerjaan sampingan dengan pendapatan yang
teratur, (c) Bertempat tinggal di wilayah layanan lembaga pembiayaan, (d)
Mendapat rekomendasi dari ketua kelompok atau tokoh
masyarakat/perangkat desa, dan (e) Mengikuti pelatihan kelompok yang
diselenggarakan lembaga pembiayaan seperti Latihan Wajib Kumpulan
pada LKM Grameen Bank.

Kreqit disediakan dalam dua jenis, pertama bentuk natura, diutamakan
bagi calon peminjam dengan lokasi jauh sehingga sulit mendapatkan
sarana produksi. Kedva bentuk tunai, untuk lokasi yang sudah akses
terhadap lembaga input produksi. Biaya administrasi ditetapkan diawal
Penyaluran pinjaman sebesar persentase tertentu dari pokok pinjaman.

Penyusunan aturan main pengembalian kredit yang sederhana diupayakan
untuk memastikan pengembalian kredit yang kontinu. Beberapa sistem
P€ngembalian pinjaman kredit pertanian, yaitu: (a) Pengembalian setelah
Panen bagi peminjam yang tidak memiliki sumber penghasilan sampingan,
(b) Pt_engembalian mingguan bagi peminjam dengan sumber penghasilan
sampingan, dan (c) Pengembalian berkelompok dengan dikoordinir oleh
ketua kelompok.

sDatl)a!n rangka meningkatkan motivasi pengembalian pinjaman, maka
€baiknya lembaga keuangan menerapkan reward and punishment, secara

fleksibe| sesuai kondisi peminjam.

————————
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<awah/ladang terganggu, kekurangan tenaga kerja, dan sebahagian
aktivitas mereka terfokus pada pembenahan rumah, bukan di sawah

atau usaha ekonomi lainnya.

sebagai bentuk respon dan tarlggung jawab kemanusiaan, Badan Litbang
pertanian, menurunkan Tim Kajian Dampak Bencana Alam di DIY dan Jawa
Tengah yang beranggotakan multidisiplin ilmu untuk mengevaluasi dampak
terhadap sistem pertanian di kedua wilayah tersebut, terutama pada aspek
sistem produksi pertanian, sumberdaya lahan dan lingkungan, sarana dan
prasarana pertanian, aspek sosial dan ekonomi masyarakat tani. Keluaran
dari kajian ini diharapkan beberapa alternatif kebijakan baik tingkat
pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam penanggulangan
dampak negatif terhadap aktivitas sistem pertanian dan pelaku agribisnis
lainnya, guna menunjang pemulihan kehidupan, sosial dan ekonomi
masyarakat setempat.

Alternatif kebijakan dalam penanggqulangan dampak negatif tersebut
meliputi beberapa aspek tahapan vyaitu, pra pemulihan terutama dalam hal
memotivasi petani untuk kegiatan usahataninya termasuk para penyuluh,
kedua, tahap pemulihan, rekonstruksi dan kemandirian petani. Pada tahap
pra pemulihan diperlukan pemetaan masalah dan dampak dari gempa yang
dihadapi petani, penyelamatan produksi dan aset petani dan penyusunan
program, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam menyusun
alternatif kebijakan tersebut, perlu diidentifikasi isu-isu penting yang
berkaitan dengan beberapa aspek tahapan kebijakan yang telah
disampaikan untuk dianalisis lebih lanjut, terutama aspek kondisi
masyarakat, tingkat usahatani cii lapangan termasuk kondisi peternakan dan
agroindustri di tingkat pedesaan, serta penunjang lainnya.

Dalam rangka pengawalan program penanganan bencana (Gempa dan
Erupsi Merapi) baik upaya dalam rekonstruksi sarana dan prasarana usaha_
pertanian maupun dalam mengembalikan motivasi dan gairah usaha petant
perlu upaya yang serius dan terintegrasi terutama mengenai penyertaan
atau mobilisasi penyuluh dan atau peneliti, yang dilakukan secara
terkoordinasi dengan pemerintah daerah terutama dalam koordinasi

Pelaksanaan dan pendanaan.

Dalam mengatasi dampak gempa dan erupsi Merapi, diperiukan penylapan
dan introduksi teknologi SIAP SALUR hasil Badan Litbang Pertanian untuk
Membantu penanganan bencana, misalnya: varietas dan atau komoditas
yang tahan kekeringan, tanaman umbi-umbian, sistem irigasi hemat air,

dan irigas;j pompa.
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sapi perah dan pembuatan sumum bor p_ada daerah yanivgl; m:lr::;gkmkan,
terutama di Kabupaten Sleman, Boyolali, Klaten, dan Mag ..
Komoditas perkebunan yang paling parah tErI;eggndiggatl;ngtzlnzd?;zg
. Komoditas lainnya seperti cengke r '
E:rrgﬁgﬁuﬁka pada saat pembungaan maka diperkirakan akan mengala?m,
kegagala'n. Untuk itu upaya yang dapat dilakukan .adalah: penggantlan_
biaya tunai usahatani yang sudah dikeluarkan petani (at cost) oleh petani
pada usahatani tembakau dan bantuan benih serta sarana .produk5| lainnya
untuk penanaman berikutnya di Kabupaten Klaten, Boyolali, dan Magelang.

Kegiatan padat karya terutama untuk rehabilitasi sarana pertanian (antara
lain sarana irigasi dan sumur bor) dan usahatani serta mendorong
diversifikasi usaha rumahtangga, di Kabupaten Magelang, Klaten, Boyolali,

dan Sleman.

Upaya mengatasi dampak erupsi Merapi pada sumberdaya tanah, air, dan
lingkungan adalah dengan memberikan penyuluhan pentingnya pengolahan
tanah secara sempurna (korporasi) dengan memperhatikan konservasi

lahan untuk mengatasi tutupan abu vulkanik.

Berkoordinasi dengan Departemen Kehutanan dan Pemerintah Daerah
dalam melaksanakan rehabilitasi areal kehutanan yang rusak akibat terkena
luncuran lahar dan awan panas agar fungsi hidrologis hutan bisa pulih

Rehabilitasi sumber air dan perbaikan saluran air minum dengan koordinasi
dengan Departemen Pekerjaan Umum dan Pemerintah Daerah terutama di
Kabupaten Sleman.

Koordinasi dengan Departemen Pekerjaan Umum dan Pemerintah Daerah
d_alam pembangunan Sabo/tanggul penahan/pengalihan aliran lahar dingin
di Kabupaten Sleman.
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